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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warrakhmatullah Wabarrakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T., karena atas berkat dan innayah-
Nya, penulisan buku prosiding Seminar Nasional dengan judul “Pembangunan Hukum:
Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi” dapat diselesaikan sebagaimana
mestinya. Penulisan buku ini merupakan penerbitan dari kegiatan Seminar Nasional yang
diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Latar belakang diadakan seminar, karena globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi
yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Dalam waktu
belakangan ini, perusahaan manufaktur menyebar keseluruh dunia, dengan pembagian daerah
operasi melampaui batas-batas negara, perusahaan-perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh
produk di satu negara saja. Manajemen diberbagai benua, penugasan personel tidak lagi terikat
pada bahasa, batas negara dan kewarganegaraan.

Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk ekspor-impor dan penanaman modal.
Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba,
imbal beli, “turnkey project,” alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas finansial,
dan lain-lain. Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku
ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara.
meningkatkan intensitas persaingan.

Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi. Manakala ekonomi
menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade
Organization) telah didahului atau diikuti oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti
Masyarakat Eropa, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan
globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-
blok perdagangan baru. Bergabung dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti
mengembangkan institusi yang demokratis. memperbaharui mekanisme pasar, dan
memfungsikan sistem hukum.

Bagaimana juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang
besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi
hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar
bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur. Globalisasi
hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-
perjanjian internasional. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) misalnya,
mencantumkan bebarapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaitan
dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa prinsip-prinsip “Non-
Discrimination,” “Most Favoured Nation,” “National Treatment,” “Transparency”.

Globalisasi hukum menghendaki adanya pembangunan hukum yang sejalan dengan globalisasi
dunia. Pembangunan hukum juga merupakan salah satu tuntutan agenda reformasi yang
dicanangkan sejak tahun 1998. Pemerintah telah mengupayakan mewujudkan agenda reformasi
di era globalisasi melalui penerbitan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan adanya
Ketetapan-Ketetapan MPR dan pembuatan undang-undang di bidang politik, ekonomi, hak-hak
asasi manusia, dan sebagainya. Tetapi, masih terdapat undang-undang yang belum mengalami
pembaruan. Di samping itu, pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru banyak




mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya karena berbagai kelemahan dalam
undang-undang tersebut.

Meskipun telah memasuki waktu 13 tahun reformasi, kinerja aparat penegak dan penerap
hukum masih tetap dipandang rendah. Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan aparat
penegak dan penerap hukum yang telah dilakukan pemerintah ternyata kurang signifikan dalam
peningkatan pelaksanaan penegakan hukum yang ditunjukkan dengan masih banyaknya
masalah-masalah ketidakadilan dalam masyarakat. Bahkan banyak muncul pula kasus-kasus
mafia hukum yang melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim.

Pembangunan budaya hukum dengan semangat reformasi belum menunjukkan perkembangan
yang berarti sehingga upaya-upaya untuk mewujudkan “hukum progresif” dan keadilan
substantif masih jauh dari harapan. Bahkan dalam penegakan hukum masih dominan adanya
penggunaan hukum kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Seminar Nasional tentang Pembangunan Hukum:
Mewujudkan reformasi di era globalisasi yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas
Lampung sangat penting untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang pembangunan
hukum yang terdiri dari pembangunan di bidang substansi hukum, aparatur penegak hukum
dan budaya hukum.

Penyunting mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu dalam kegiatan seminar dan penyelesaian penulisan buku ini yaitu:

Gubernur Provinsi Lampung .

Dr. Marwan Effendi, SH, MM (Jamwas Kejaksaan Agung RI)

Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK RI)

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung

Prof. Dr. Sugeng P. Haryanto. MSc. (Rektor Universitas Lampung)

Dr. Heryandi, SH, MS (Pj. Dekan Fakultas Hukum Unila)

Dr. Eddy Rifai, SH, MH (Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unila)

0N PGP P

Dengan penerbitan buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang
memerlukannya terutama dari kalangan mahasiswa hukum dan praktisi hukum serta
diharapkan dapat menjadi sumbang saran dalam pembangunan di bidang hukum.

Penyunting merasakan bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena
itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak.

Wassalamu’alaikum Warrakhmatullah Wabarrakatuh.
Bandar Lampung, Mei 2011
Penyunting,

Khaidir Anwar, dkk
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PANCASILA SEBAGAI MARGIN OF APPRECIATION
PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh

Maroeni
Staf Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak: Sistem hukum suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari konteks
manusianya karena hukum ada dan diperuntukkan untuk kehidupan manusia,
bangsa Indonesia hendak membangun sistem hukum yang berkarakteristik
Indonesia (sistem hukum Pancasila), maka bangsa Indonesia dituntut untuk
mengartikan hukum tidak hanya terpaku dengan kerja logika-deduktif semata
yang masuk ranah legalistik-dogmatik dan empirik-positivistik, melainkan juga
hukum harus dibangun secara humanis-partisipatoris, bermoral, hukum bukan
untuk hukum melainkan untuk manusia dan masyarakat (logika-induktif).
Pancasila sebagai “margin of appreciation” yaitu uscha untuk selalu menempatkan
ideologi negara Pancasiia sebagai acuan atau rujukan deiam setiap langkah
hukum, seperti proses pembuatan undang-undang, proses penegakan hukum,
preses penanaman kesadaran hukum rakyat, bahkan dalam penerapan uji materiil
(udicial review) yang dilakukan oleh Mahkamnah Konstitusi. Pancasila merupakan
cita hukumn, maka nilai-nilai yang iterdapai dalam Pancasila mempunyai fungsi
konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum
yang benar, dan disamping itu mempunyai fungsi regulatif yang menentukan
apakak hukum positif yuang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau
tidak. Sedangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, dalam hal ini sebagai
pokok-pokok pikiran pembukaan hukum dasar yang menciptakan pasal-pasal
hukum dasar tersebut, menenmkan isi dan beniuk laplsan lap;san hukum yang

lebik rendah. o
Kata Kunci: Pembangunan hukum, Pancasila.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan sistem hukum nacional yang berorientasi pada falsafah hukum
Pancasila di era iransisi dan globalisasi saat ini dirasakan sangat mendesak, ini
mengingat walaupun bangsa Indonesia telah lebih dari 60 tahun merdeka dan telah
beberapa kali terjadi perubahan struktur kekuasaan/pemerintahan namun sistem
hukumnya masih sangat kental diwarnai oieh nilai-nilai sistem hukum kolonial
(kuitur liberal dan individual). Padahail sistem hukum suatu bangsa tidak dapat
dilepaskan dari konteks manusianya karena hukum ada dan diperuntukkan untuk
kehidupan manusia. Oleh sebab itu norma hukum selalu mengandung kuitur hukum
masyarakat yang membentuknya . Alasan di atas sesuai pendapat Satjipto Rahardjo
bahwa hukum itu bukan institusi yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada
suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan
sebagai ibu yang menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui
hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan tradisinya.
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Apabila bangsa Indonesia hendak membangun sistem hukum yang berkarakteris-
Indonesia (sistem hakum Pancasila), maka bangsa Indonesia dituntut un-
mengartikan hukum tidak hanya terpaku dengan kerja logika-deduktif semata ya-
masuk ranah legalistik-dogmatik dan empirik-positivistik, melainkan juga huk:-
harus dibangun secara humanis-partisipatoris, bermorai, hukum bukan untuk huku=
melainkan untuk manusia dan masyarakat (logika-induktif).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumb=
hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai asas d=
norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam seti=-
pengambilan keputusan dan/atau kebijakan hukum baik oleh pemerintah, legisiac
dan badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya. Oleh karena itu di dalz=
sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bent.:
politik hukum nasional, harus tetap dijaga dan dipertahankan semangat dan nilz-
nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yar:
termuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan selurun pasal-pasalnya sebagai landasz-
falsafah dan konstitusinal negara.

Usaha bangsa Indonesia untuk menciptakan hukum nasional sebagai penggan-
hukum-hukum kolenial telah dimulai sejak Indonesia diproklamasikan pada tangz=
17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka dan UUD 1945 sebagai hukum dasarnv=
Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaharuan atau penggantian atas hukur--
hukum peninggalan zaman penjajahan Jepang dan Belanda, sebab jika dilihat da-
sudut tata hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombaka-
secara total. Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita da-
realita hukum yang lain dari sebelumnya. Proklamasi kemerdekaan telah menguba-
tradisi masyarakat dari keadaan terjajah menjadi masyarakat bebas (merdekz

Tujuan hukum pun harus berubah secara berbalikan dai tujuan mempertahanka-
dan melestarikan penjajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos yang jugs
berubah dari penjajahan menjadi kebangsaan. Dengan demikian isi kehendak huku—
menuntut konsekuensi adanya perubahan hukum positif yang berlaku sebelumny=
seperti Indische Staatsregeling (IS), Algemene Bepalingen van Wetgeving voo-
Indonesie (AB), Burgeriijke Wetboek (BW), Wetboek wvan Koophandel (WvK

Wetboek van Strafrecht (WvS) dan segala ketentuan perundang-undangan yan:
dikeluarkan pada masa penjajahan. Usaha tersebut lebih dikonkritkan lagi pad:
tahun 1963 yaitu pada waktu diadakannya Seminar Hukum Nasional Pertams
dengan pokok-pokok pikiran tentang politik pembinaan hukum Indonesia yaitu (1
hukum Indonesia dibina sesuai dengan tingkat-tingkat revolusi, (II) pembinaar
hukum diarabkan kepada unifikasi hukum dalam segala bidang dengar
memperhatikan ciri-cii khas dan tingkat perkembangan masyarakat sedaerah.

Walaupun telah melakukan usaha pembaharuan, namun kenyataannya saat in:
ditemukan peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda yang
masih berlaku dan adanya produk perundang-undangan nasional peninggalan zaman
Orde Baru yang muatannya lebih banyak untuk melindungi kepentingan kelompok
atau individu daripada kepentingan masyarakat. Berdasarkan inventarisasi yang
dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional, terdapat sekitar 380 peraturan dar
masa kolonial yang masih berlaku. Di antaranya adalah undang-undang (UU) daruras
yang pada dasarnya bersifat sementara. Namun sangat disayangkan, politik hukum
bangsa Indonesia saat ini tidak mendukung kearah penggantian hukum-hukum
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colonial. Sebagai contoh dari sebanyak 283 Rencana Undang-Undang (RUU) dalam
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2009, hanya ada satu RUU yang
merubah hukum kolonial vaitu RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sedangkan berdasarkan pelacakan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) bahwa
sebanyak 528 Keppres yang dikeluarkan Soeharto selama periode 1993-1998, tercatat
72 Keppres yang bermasalah (13,36 persen).

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji adalah mengapa
masik: ada hukum positif Indonesia saat ini belum mencerminkan nilai-nilai moral
dan nilai-nilai hukam yang terkandung dalam Pancasila dan bagaimanakah
menjadikan Pancasila sebagai margin of appreciation pembangunan hukum di
Indonesia?

Ii. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian ncrmatf atau doktrinal, yang mengkaji prinsip-
prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman dalam
pembangunan hukum di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa
data sekunder yang diperoleh melalui study kepustakaan, yang diolah dan dianalisis
secara kualitatif.

ITT. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas permasalahan di atas, akan dikemukakan terlebih dahulu
batasan pengertian Pancasila sebagai “margin of appreciation” yaitu usaha uniuk
selalu menempatkan ideologi negara Pancasila sebagai acuan atau rujukan dalam
setiap langkah hukum, seperti proses pembuatan undang-undang, proses penegakan
fukum, proses penanaman kesadaran hukum rakyat, bahkan dalam penerapan uji

materiil (judicial review) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan pengertian politik hukum adalah suatu kebijakan negara melalui badan-
cadan legislasinya dalam rentang waktu tertentu untuk menciptakan peraturan
rerundang-undangan yang dicita-citakan sehingga dapat berlaku baik saat ini (ius
constitutum) maupun dimasa yang akan datang (ius constituendum). Pengertian di
ztas sejalan dengan pandangan Moh. Mahfud MD bahwa politik hukum adalah legal
policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia
vang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan
oembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
cedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi
=mbaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat
oolitik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat
menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

“pabila meninjau perjalanan perkembangan hukum di Indonesia, tergambar bahwa
‘paya untuk melakukan pembaharuan (pembangunan) hukum nasional telah
lllakukan sejak Indonesia merdeka. Hal ini dikarenakan penyusunan Undang-
_ndang Dasar 1945 (UUD 1045), yang diundangkan sehari setelah Proklamasi
Xemerdekaan sebagai landasan kehidupan bernegara bangsa Indonesia merupakan
1saha pembaharuan hukum yang sangat mendasar. Sehingga semua peraturan dan
-embaga hukum yang dibentuk kemudian termasuk hukum peninggalan Belanda yang
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masih digunakan harus mengacu pada norma-norma vang terkandung dalamr
Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu peraturan hukum asing, seperti hukur
Belanda tidak dapat begitu saja dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untu:
dijadikan Hukum Indonesia. Terhadap peraturan-peraturan asing tersebut masi-
diperlukan pengkajian yang mendalam serta penyesuaian-penyesuaian dengar
Pancasila dan asas-asas hukum dalam UUD 1945 yang kita anut sebagai pedomar
hidup berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berdasarkan Ketetapan MPR R-
No. IiI/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan, merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta citz-
cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia yaitu cita-cit=
mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilar
sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita moral tentang kehidupar
kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan budi nurani manusiz
Dalam kaitan ini menurut Kansil (1983: 15) bahwa pandangan hidup, kesadaran da-
cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan seriz
watak bangsa Indonesia itu pada tanggal 18 Agustus 1945, telah dimurnikan da-
dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atas nama rakyzs:
Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia, dengan rumusan: Ketuhanar
Yang Maha Esa; Kemanusian yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesiz
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan
Perwakilan; Keadilan Sosuial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan menurut 4
Hamid S. Attamimi, bahwa menurut UUD 1945 daiam tata hukum yang berlaku baz
bangsa Indonesia, Pancasila berada dalam dua kedudukan vaitu sebagai cita hukur
(rechtsidee) maka Pancasila berada dalam tata hukum indonesia namun terletak ¢
luar sistem noma hukum; dan dalam kedudukan yang demikian itu Pancasil
berfungsi secara konstitutif dan secara regulatif terhadap noma-norma yang ad-
dalam sistem norma hukum. Selanjutnya sebagai norma yang tertinggi dalam sister
norma hukum Indonesia yang berasal dari pokok-pokok pikiran yang terkandunz
dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan norma dasar (grundnorm
menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum
tersebut, serta menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma dimaksud.

Pancasila merupakan cita hukum, maka nilai-nilaj yang terdapat dalam Pancasil=
mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesiz
merupakan tata hukum yang benar, dan di samping itu mempunyai fungsi regulati-
yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum
yang adil atau tidak. Sedangkan Pancasiia sebagai norma hukum tertinggi, dalam ha’
ini sebagai pokok-pokok pikiran Pembukaan Hukum Dasar yang menciptakan pasal-
pasal hukum dasar tersebut, menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang
lebih rendah.

Mengingat di dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiks:
antara norma hukum yang rendah dan norma hukum yang lebih tinggi, mak=
penentuan Pancasila sebagai norma hukum yang menggariskan pokok-pokok pikiran
pembukaan hukum dasar merupakan jaminan tentang adanya keserasian dan tidak
adanya pertentangan antara Pancasila dengan norma hukum dalam peraturan
perundang-undangan. Ketidak-serasian dan pertentangan antara suatu norma dan
norma hukum yang lebih tinggi menyebabkan terjadinya ketidakkonstitusionalan
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(unconstitutionality) dan ketidaklegalan (illegality) norma tersebut dan karena itu
tdak berlalku.

Karakteristik hukum nasional Indonesia menurut Pancasila, adalah sebagai berikut:

» Sila Ketuhanan YME, mermberikan inspirasi bahwa sisten hukum nasional arus
bernapaskan moral religius yang beradab, bukan berdasarkan hukum agama dari
suatu agama tertentu;

* Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberikan inspirasi bahwa sistem
hukum nasional harus mengindahkan hak-hak asasi manusia;

» Sila Persatuan Indonesia, akan memberikan inspirasi bahwa sistem hukum
nasional harus mencerminkan jiwa dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia;

+ Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan = dalam
permusyawaratan/ perwakilan, akan memberikan inspirasi bahwa sistem hukum
nasional harus dirumuskan dengan mengikutsertakan atau memperhatikan
aspirasi dan rasa keadilan seluruh rakyat Indonesaa;

* Sila keadilan scsial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan memberikan lnspirasi
bahwa sistem hukum nasional tidak mengenal konsep keadilan yang semata-mata
berlingkup individu, melainkan juga keadilan yang menuju terselenggaranya
kesejahteraan bersama.

Salah satu pilar grand design sistem dan politik hukum Nasional adalah prinsip
szhwa hukum mengabdi pada kepentingan bangsa untuk memajukan negara dan
menjadi pilar- demokrasi dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Oleb karena itu
oroduk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang konsisten dengan falsafah
“vegara, mengalir dari landasan konstitusi UUD 1945 dan secara sosiologis menjadi
sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat.

“ersoalan mendasar, terkait grand design Pembangunan Sistem dan Politik Hukum
“asional, adalah bagaimana membuat struktur sistem hukum (legal system) yang
condusif bagi keberagaman sub-sistem, keberagaman substansi, pengembangan
~:dang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya
~=sadaran hukum masyarakat dan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak dan
~=wajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Tegasnya, harus ada
~=bijakan hukum (legal policy) yang jelas untuk menciptakan kondisi di atas. Sistem
“ukum dan konstitusi harus dapat merespon dinamika dan tantangan zaman dan
“=hidupan bernegara yang bertumpu pada konsensus reformasi. Produk hukum yang
~hasilkan harus mencerminkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis dan historis,
s=hingga kehidupan banggsa dan negara harus berkesinambungan.

“erkembangan dan perubahan sosial yang demikian pesat sebagai akibat dari
-~=rkembangan teknologi dan industri, menghendaki hadirnya suatu tatanan hukum
=ng mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendaki masyarakat. Oleh karena
1 agar fungsi cita hukum dapat mengakomodasi semua dinamika masyarakat yang
sompleks seperti Indonesia maka dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
=ng bersifat demokratis harus mempresentasikan peran hukum sebagai alat untuk
—endinamisasikan masyarakat. Dalam konteks demikian, hukum merupakan suatu
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kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial. Hukum melayani anggota-anggotz
masyarakat dalam mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumber daysz.
melindungi kepentingan anggota-anggota masyarakat dan menjamin tercapainyz
tuyjuan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Dengan demikian cita hukum yang
berisi patokan nilai harus mewarnai setiap produk peraturan perundang-undangan
sehingga terwujud tatanan hukum yang demckratis. Tanpa cita hukum maka produk
hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.

Berdasarkan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan menurut Sistem
Engelbrecht edisi 2006 vang diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru Van Hoeve dan Badar
Pembinaan Hukum Nasional bahwa selama tahun 1945--2008 jumlah peraturan
perundang-undangan Hindia Belanda yang masih berlaku (hukum positif d
Indonesia) sebanyak 58 buah. Agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat
berfungsi dan dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan
kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia, maka peraturan perundang-undangan
tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum bangsa Indenesiz
Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila dan sekaligus sebagai Norm:
Fundamental Negara, maka setiap produk peraturan perundang-undangan harus
diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Apabila bangsa Indonesia hendak membangun sistem hukum yang berkarakteristik
Indonesia (Sistern Hukum Pancasila), maka bangsa Indonesia dituntut untuk
mengartikan hukum tidak hanya terpaku dengan kerja logika-deduktif semata yang
masuk ranah legalistik-dogmatik dan empirik-positivistik, melainkan juga hukum
harus dibangun secara humanis-partisipatoris, bermoral, hukum bukan untuk hukum
melainkan untuk manusia dan masyarakat (logika-induktif). Selain itu agar citz
hukum Pancasila dapat terwujud dalam setiap produk perundang-undangan
Indonesia, maka proses pembentekannya tidak hanya melalui pendekatan yuridis.
melainkan juga harus memperhatikan pendekatan sosiologic dan politis bahkan
filosofis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber
hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai asas dan
norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam setiar
pengambilan keputusan dan/atau kebijakan hukum baik oleh pemerintah, legislatif.
dan badan-badan yudusial, serta rakyat pada umumnya. Oleh karena itu di dalam
sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bentuk
politik hukum nasional, harus tetap dijaga dan dipertahankan semangat dan nilai-
nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yanz
termuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan seluruh pasal-pasalnya sebagai landasan
falsafah dan konstitusinal negara.

Di Indonesia sejak jaman Orde Baru, fungsi hukum bukan lagi untuk mengatur
tingkah laku dan mempertahankan pola-pola yang sudah ada dalam masyarakas
tetapi hukum telah dijadikan sarana untuk merealisasikan kebijaksanaan negarz
dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Kondisi ini
rentan untuk menjadikan hukum sebagai alat atau sarana untuk melindung
kepentingan kelompok atau individu yang seolah-olah merupakan kepentingan
masyarakat (pembentukan hukum secara konfiik).
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Apabila dikaji secara kritis tergambar bahwa hukum positif Indenesia saat ini belum
seluruhnya mengandung nilai-nilai moral dan nilai-nilai hukum sebagaimana yang
dikehendaki oleh Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mengingat masih banyak
peraturan perundang-undangan Kkhususnya Keputusan Presiden (Keppres) yang
bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme (XKN). Kondisi ini diketahui sebagaimana
vang dilakukan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) yang melacak
Keppres yang bermasalah dalam kurun waktu 1993-1998. Tim ini dipimpin oleh
pakar hukum Prof Koesnadi Hardjasoemantri (saat ini almarhum) dibantu oleh
tenaga-tenaga muda dari Fakultas Hukum Universitas Indcnesia. Pak Koes,
panggilan akrab Wakil Ketua MTI ini, tidak menampik Keppres yang bermasalah
sudah ada pada periode sebelumnya.

Dari pelacakan 528 Keppres vang dikeluarkan Soeharto selama periode 1993-1998,
tercatat 72 Keppres yang bermasalah (13,36 persen). Selain itu 118 Keppres atau
22,35 persen dari Keppres yang ada merupakan ratifikasi perjanjian internasional.
Bila Keppres yang berupa ratifikasi ini tidak diperhitungkan, presentase Keppres yang
menyimpang mencapai 17,56%. Artinya, dari lima Keppres yang dikeluarkan, salah
satunya bermasalah. Dari lima bidang yang dikaji, penyimpangan Keppres paling
banyak ditemukan di bidang perindustrian dan perdagangan (25 Keppres) serta
infrasiuktur (24 Keppres). Semeniara penyimpangan Keppres paling sedikit
ditemukan pada fasilitas untuk pejabat negara (3 Keppres). Penyimpangan Keppres
vang berkaitan dengan abuse of power tercatat 12. Namun, Keesnadi menambahkan,
"Pada hakikatnya semua Keppres yang menyimpang terkait dengan abuse of power
atau penyelenggaraan negara secara umum".

Berikut ini akan dikaji beberapa conich Keppres yang tidak mengandung nilai-nilai
moral dan nilai-nilai hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan
UUD 1945 yakni sebagai berikut:

(1) Keppres No. 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Indonesia

Rerdasarkan ketentuan Pasal 1 bahwa: Mobil nasional yang dibuat di luar negeri oleh
tenaga kerja Indonesia dan memenuhi kandungan lokal yang ditetapkan oleh Menteri
Perindustrian dan Perdagangan diberi perlakuan yang sama dengan mobil nasional
vang dibuat di Indonesia.

Sedangkan Pasal 2 bahwa: Perlakuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 hanya diberikan sekali untuk jangka wakin paling lama satu tahun dan untuk
jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Keppres ini menyamakan mobil yang diproduksi di luar wilayah Indonesia sebagai
mobil yang diproduksi di dalam wilayah Indonesia. Tujuan keppres ini untuk
membebaskan PT. Timor Putra Nasional (TPN) milik Tommy Soeharto sebagai
importir mobil tersebut dari pengenaan pajak. Akibat adanya keppres ini negara
dirugikan sebesar Rp 3, 14 Triliun. Kerugian terjadi, karena adanya penerbitan
Keppres tentang pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) Barang
Mewah (BM) bagi impor mobil eks KIA dari Korea atas nama PT TPN tersebut,
ditanggung oleh pemerintah.
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Adanya kedua keppres yang saling berkaitan tersebut dikarenakan Soeharto selak:
Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1996 yans
mengatur fasilitas pembebasan Pajak Penjualan (PPn) Barang Mewazah hanyz
diberikan kepada industri otomotif dalam negeri yang menggunakan kandungan
lokal sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menperindag. Atas dasar Keppres No. 42
tahun 1966 PT. TPN milik Tomnmy Soeharto mendapat fasilitas pembebasan pajak
dikarenakan mobil yang di produksi di korea tersebut dianggap diproduksi ¢
Indonesia.

Sekedar mengingatkan, Program Mobnas adalah hak yang diberikan kepada PT
Timor Putra Nasional (TPN) memproduksi mobil rakyat dengan merek Timo-
(Teknologi Industri Mobil Rakyat). Tommy selaku Presdir TPN menggandeng KI4
Motor Corp dari Korsel untuk mewujudkan program tersebut. Pada Juni 1996 silarr.
Soeharto mengeluarkan Keppres No 42 tahun 1996 yang "menghalalkan" TPX
mengimpor built up (CBU) mobil produksi KIA tanpa dibebani bea masuk (BM
Syaratnya, TPN harus mempekerjakan tenaga Indonesia sekaligus memproduks:
mobil berkandungan lokal 60 persen dalam tempo 3 tahun. Ketentuan tersebu:
gagal terpenuhi. Awal 1998, Ditjen Pajak lantas menagih pajak BM terhadap 39 ribu
unit mobil.

(2) Keppres No. 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi dalam
Negeri
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 bahwa:

* Pembelian cengkeh dari para petani cengkeh dilakukan olch Koperasi Unit Desa
(KUD) dengan harga dasar yang ditetapkan Presiden.

e KUD menjual cengkeh hasil pembelian dari para petani cengkeh kepada badan
penyangga yang ditunjuk Pemerintah

Sedangkan ketentuan Pasal 2 bahwa: Terhadap penjualan cengkeh oleh badar-
penyangga kepada pabrik rokok kretek atau konsumen lainnya dikenaka-
Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) yang besarnya Rp 150 (seratus
lima puluh rupiah) untuk setiap kilogram.

Keppres ini sarat dengan nuansa KKN dikarenakan pada 11 April 1992 saat Preside-
Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 20 tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh
Keppres itu mengatur petani harus menjual cengkeh ke Koperasi Unit Desa (KUD
untuk kemudian dijual ke BPPC, sesuai harga yang ditetapkan pemerintak
Pemerintah saat itu mepetapkan harga cengkeh dengan Inpres Nomor 1 tahun 1992
sebesar Rp 7.906 dan Rp 6.000 untuk per kilogramnya. Lalu, diubah berdasarkar
Inpres Nomor 4 tahun 1996 sebesar Rp 8.000 per kg. BPPC kemudian mendapa:
pinjaman lunak sebesar Rp 175 milyar dari dana kredit likuiditas Bank Indonesiz
(KLBI) yang harus digunakan untuk membeli cengkeh langsung dari petani untuk
meningkatkan taraf hidup petani. Tetapi hanya 30 persen yang digunakan untuk
pembelian langsung, Tommy diduga menggunakan sebagian dari KLBI senilai Rp 173
miliar yang dialokasikan ke petani cengkeh. Sebanyak 30 persen dana tersebu:
digunakan petani cengkeh, sedangkan 70 persen diduga digunakan Tommy untuk
kepentingan pribadi. Walaupun secara formal penerbitan Kepres dan Inpres tersebu:
sah, namun secara materiil, substansi Keppres dan Inpres tersebut yang menetapkan
BPPC sebagai pemegang monopoli dalam tata niaga cengkeh adalah bertentangan
dengan Pasal 9 dan Pasal 30 UUD 1945.
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Selain itu masih ada lagi Keppres yang jelas-] clas membuka peluang kepada norma di
bawahnya untuk mengadakan penyimpangan. Sebeium keluar Keppres Nomor 50
tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Terbatas Lalu Lintas di wilayah DKI Jakarta,
telah terbit PP Nomor 45 tabun 1998 yang sengaja diterbitkan untuk menunjang
Keppres dan Perda yang memperbolehkan pemungutan retribusi terhadap jalan
negara. Pemda membuat ketentnan yang menyatakan masyarakat harus membayar
tinggi untuk mendapatkan stiker. Hal ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 13
tahun 1980 tentang Jalan dan UU Nomor 14 tahun 1992, yang menyatakan jalan
dalam kawasan tersebut termasuk jalan negara yang tidak boieh dikenakan pungutan.
Dikarenakan adanya kritik dari masyarakat, stikerisasi swasta di DKI Jakarta urung
dilaksanakan.

Selanjutnya contoh Keppres yang tidak berpihak pada rakyat adalah Keppres Nomor
10 tahun 1993 tentang pemberian fasilitas kredit kepada anggota DPR untuk
pembelian kendaraan perorangan. Berdasarkan Keppres tersebut, melalui dana APBN
setiap anggota DPR diberikan subsidi Rp 30 juta untuk membeli kendaraan pribadi.
Jjumlah dana tidak kecil jika dikalikan seluruh anggota DPR. Padahal anggota
lembaga tinggi negara ini sudah mendapatkan gaji, tunjangan, uang paket, dan
berbagai fasilitas lain. Dana besar yang diambil dari pos pengeluaran APBN tersebut
sama saja telah membebankan subsidi kepada rakyat. Masih banyak lagi keppres-
keppres yang bernuansa KKN di era pemerintahan orde baru di bawah pimpinan
Presiden Soeharto, seperti Keppres Nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi
pengembangan kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri, Keppres 52 tahun 1995
tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Keppres 73 tahun 1995 tentang
Reklamasi Pantai Kapuk Niaga.

Berdasarkan gambaran di atas, nampaknya sistem hukum nasional Indonesia saat ini
mengandung masalah yang sangat urgen. Reformasi hukum nasional seakan
mengalami kebuntuan karena berbagai “pembatasan dan keterbatasan”, yang artara
lain karena hal-hal sebagai berikut:

e Pertarungan Kepentingan  Politik. Akibat pertarungan berbagal _
kepentingan politik, sistem hukum seringkali dibangun tanpa memperhatikan
pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum, namun orientasinya lebih kepada pemenuhan kepentingan

kelompoknya.

«  Orientasi Target. Pembangunan sistem hukum kerapkali terlalu terpaku pada
target rencana kerja yang dibuat dengan atau tampa bantuan dana dari luar
negeri, sehingga sering torlambat dalam merespon perkembangan hukum yang
terjadi karena dinamika masyarakat, yang berada di luar rencana kerja.

¢ Ego Sektoral. Seringkali suatu Jembaga pemerintahan mengeluarkan peraturan
tanpa menghiraukan apakah hal yang diaturnya itu masuk dalam lingkup tugas
dan kewenangannya, atau apakah lembaga lain sudah mengaturnya dalam suatu
peraturan yang setingkat. Kemudian, lembaga penegak hukum, dalam hal imi
Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, seolah enggan untuk membuka
kesempatan seluas-luasnya kepada ahli-ahli hukum dengan latar belakang
pengabdian yang baik, untuk menjadi Hakim non-karier atau Jaksa non-karier.

e Tkatan Romantisme Masa Lalu. Karena peraturan yang ada mampu mengatasi
permasalahan pada masa peraturan jtu dibuat, maka pembuat peraturan
menganggap bahwa peraturan tersebut masih mampu mengatasi permasalahan




Maroni Pancasila sebagai Margin of Appreciation Pembangur-

yang ada saat ini, padahal nilai-nilai yang hidup di masyarakat pada masa 1= -
dan saat ini jelas sudah berbeda.

*  Superioritas vs. Inferioritas. Seringkali pembuat peraturan menganiggap bahw:
urusan membuat dan mengawasi peiaksanaan peraturan adalah urusan penguas:
sehingga rakyat tidak perlu ikut campur dalam pembuatannya, sedangkan raky=
berpikiran bahwa membuat dan mengawasi pelaksanaan peraturan adal:-
urusan penguasa, sehingga rakyat merasa tidak periu ikut campur dala-
pembuatan peraturan.

Beberapa “pembatasan dan keterbatasan” pembangunan sistem hukum tersebut
akhirnya mengakibatkan permasalahan hukuam yang terjadi saat ini, yaitu antara lair

* Produksi massal peraturan perundang-undangan, sehingga cenderung tumpah
tindih dan kurang berkualitas;

*  Peraturan perundang-undangan vang ada tidak dapat memberikan kepastian
hukum, akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

* Pembuat peraturan tidak responsif terhadap dinamika masyarakat, dan lebih
menekankan pada nuansa mengatur dari pada memenuhi kebutuhan masyaraka+

* Ketidaksingkronan antara peraturan di tingkat pusat dan di tingkat daerah,
sehubungan dengan pelaksanaan UU Otonomi Daerah;

¢ Tidak adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah dalam
menetapkan peraturan di sektornya masing-masing, mengakibatkan tumpang
tindikinya peraturan perundang-undangan;

> Lemahnya sistem informasi dan dokumentasi hukum, sehingga inenimbulkan
kesenjangan pemahaman hukum yang hidup dan berkembang di dalam
masyarakat; ' ' ' :

* Jaksa dan polisi cenderung tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta proses demokratisasi, sehingga berdampak buruk pada
pelaksanaan tugas mereka; : - -

* Hakim kurang berani menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di
masyarakat, sehingga berbagai permasalahan hukum tidak dapat diselesaikan
dengan baik di pengadilan;

¢  Status hukum advokat yang tidak jelas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan
tugasnya dalam memberikan pembelaan hukum;

* Mahkamah Agung kurang proaktif dalam menanggapi perkembangan dinamil=
masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat, dsb.

Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini khususnya dalam bidanz
hukum tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses rekontruksi sister
hukum nasional berdasarkan Pancasila agar tercipta kondisi hukum yang sesua:
dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan kondisi sebaga:
berikut.

*  Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nila; budaya bangsa sebagai sumber
etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, sertz
perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nila:
agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan
menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertobat dar:
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